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ABSTRACT

In today's digital age, every day the public is given a wide variety of news information, either by means of electronic media, in print, or online. The types of information that the public absorb are various. Some choose the news content of education, health, lifestyle, celebrities, politics, to law and criminal. Regardless the public's need to absorb the news information presented by media, there is something overlooked, namely the balance of news. In fact, the balance of news determines the quality and sharpness of the information presented to the public. But the fact is, there are still some media that ignore resource balance in the news production process as set out in the code of ethics of journalists in Indonesia. As a result, the product of information presented is less balanced. In the realm of law, the function of media as a means of social control has been set out in Article 3 paragraph (1) of Law No. 40 of 1999 on Press. In Article 6 (a), this Law defines the role of national press to meet the public's right to know. Elucidation of the article states that the fulfillment of public's right to know will encourage the establishment of truth and justice. Both of the foregoing articles lead to conclusion that the supervision function by the media cannot be separated from its function as a medium of information and its role to meet the public's right to know. Only, it is only by enlightened and conscious community, the power is supervised. On the other hand, the optimal function of the media in enlightening the public thought as well as a means of social control require freedom. Press freedom in certain level and journalists freedom in carrying out their professional using journalism rules will become one of the pillars of the growth of Indonesian democracy.
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I. PENDAHULUAN
Persoalan asas praduga tak bersalah dalam hubungan pemberitaan media massa, khususnya terkait pemuatan redaksi pers yang salah adalahhal yang masih hangat diperdebatkan di kalangan pegiat pers hingga sekarang.Apalagi, unsur kelalaian dan mengabaikan asas perimbangan suatu berita, membuat pekerja pers berpotensi terjebak dalam persoalan hukum: muncul gugatan perseorangan atau kelompok karena konten redaksi yang keliru atau tidak berimbang. 
Padahal sudah sering dilakukan diskusi, baik dalam lingkungan yang terbatasmaupun dalam suatu seminar, tapi masih terjadi perbedaan pendapat tentang asas tersebut dalam suatu pemberitaan oleh media massa.Sejauh ini asas praduga tak bersalah dianggap hanya untuk dan berlaku bagi kegiatan di dalam masalah yang berkaitan dengan proses peradilan pidana. 
Asas tersebut di Indonesia diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang berbunyi “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya keputusan pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Perincian perumusan Pasal 8 Ayat (1) UU Nomor  48 Tahun 2009 sebagai berikut:

1.Setiap orang yang disangka, wajib dianggap tidak bersalah;

2.Setiap orang yang ditangkap, wajib dianggap tidak bersalah;

3.Setiap orang yang ditahan, wajib dianggap tidak bersalah;

4.Setiap orang yang dituntut, wajib dianggap tidak bersalah;

5.Setiap orang yang dihadapkan ke depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah.

Asas praduga tak bersalah menempatkan kedudukan yang sama dalam berperkara bagi para pihak. Hal demikian merupakan manifestasi hak asasi manusia dalam hukum, yang sedapat mungkin tidak dilanggar. Selanjutnya Bambang Poernomo menjelaskan, “Jaminan hukum setiap orang dan hak asasi manusia dipertahankan dengan kuat, karena bagi setiap orang mempunyai sandaran pada asas presumption of innocence sebagai asas hukum acara pidana yang menjamin seseorang untuk dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahan yang dibuktikan kepadanya”.
Kendati tidak secara eksplisit menyatakan hal yang sama, asas tersebut diutarakan di dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menegaskan, “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. 

Dalam penjelasan pasal dijelaskan bahwa ketentuan dalam Pasal 66 KUHAP adalah penjelmaan dari asas praduga tak bersalah.Oleh karena asas tersebut diatur di dalam ketentuan perundang-undangan hukum pidana, banyak pendapat bahwa asas itu semata-mata hanya diperuntukkan hal-hal yang berhubungan dengan hukum pidana.

Adapun salah satu fungsi media massa adalah menyajikan fakta yang terjadi di dalam masyarakat, sehingga apa yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat yang satu dapat diketahui oleh kelompok masyarakat yang lain. Media massa berusaha memberikan informasi selengkap mungkin, sehingga masyarakat mengetahui apa yang terjadi di sekeliling mereka. Lebih lengkap data yang diperoleh sedemikian pula tujuan media massa untuk memberikan informasi selengkap mungkin kepada masyarakat. Meskipun diakui dampak yang terjadi di dalam masyarakat dapat berupa dampak positif maupun negatif.

Namun dalam penyajian informasi acap kali media massa, disadari atau tidak, memberikan juga pendapat mereka berkenaan dengan informasi yang disajikan. Hal demikian sering terjadi penghakiman terhadap permasalahan yang disajikan (trial by the press). Di pihak lain disepakati bahwa seorang hanya dapat dinyatakan kesalahannya setelah diperiksa di pengadilan, dan dinyatakan bersalah oleh hakim yang memeriksanya.Untuk menjaga tidak terjadi penghakiman oleh media massa, salah satu pasal di dalam Kode Etik Junalistik (KEJ) disebutkan, “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.”
Walau begitu, dalam praktiknya terdapat beragam penafsiran tentang asas praduga tak bersalah di dalam KEJ, sehingga muncul sejumlah pendapat dalam produk pemberitaan. Misalnya, ada yang berpendapat bahwa tidak perlu menyebutkan identitas atau gambar seorang tersangka. Mereka hanya menuliskan inisial. Kemudian, ada juga yang berargumen, bahwa asas tersebut berlaku bagi perkara yang sedang disidangkan di depan pengadilan, sehingga sebelum sampai ke depan pengadilan asas tersebutharus diterapkan. Dengan begitu, penyajian berita terkini sebelum peristiwa itu diajukan ke depan sidang, tidak ada kewajiban untuk merahasiakan identitas tersangka. Dalam kaitan pendapat kedua ini banyak variasi penyajian pemberitaan. Ada sebagian media massa yang menyajikan gambar terdakwa dalam proses produksi pemberitaan.
Ada pula yang berpendapat, karena dianggap masyarakat sudah mengenal terdakwa, lantaran terdakwa seorang public figure, sehingga tidak lagi merahasiakan identitas, bahkan gambarnya sekalipun.

Dari beberapa pendapat yang akhirnya melahirkan beberapa variasi dalam pemberitaan yang menyangkut asas praduga tak bersalah ini, timbullah permasalahan; sejauh mana sebenarnya sesuatu pemberitaan terikat oleh asas tersebut. Di samping permasalahan tentang sejauhmana asas praduga tak 

bersalah seharusnya dianut dalam kehidupan masyarakat. 

Dalam Pasal 11 The Universal Declaration of Human Rightditerangkan tentang hak setiap orang untuk dianggap belum bersalah sampai terbukti bahwa benar ia bersalah menurut hukum dalam suatu peradilan terbuka tempat ia mendapat hak untuk pembelaan. Dari pasal tersebut, dengan tegas diutarakan tentang adanya peradilan terbuka dan adanya jaminan tentang hak terdakwa untuk dapat pembelaan, memberikan kesimpulan bahwa adanya asas praduga tak bersalah merupakan dasar hak yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan pembelaan dalam suatu pengadilan yang terbuka untuk umum. 
Dengan katalain, setiap orang diakui haknya untuk melakukan pembelaan terhadap tuduhan yang dituduhkan kepadanya. Untuk memberikan keserasian antara tuduhan dan hak seseorang, asas praduga tak bersalah merupakan faktor mendasar terhadap hak tersebut.

Karena itu asas praduga tak bersalah merupakan dasar yang amat penting, bukan saja di depan peradilantapi sejak semula seseorang tersangka, harus menjunjung tinggi hak tersangka untuk melakukan pembelaan. Sebab setiap tersangka dianggap belum bersalah dan mempunyai kesempatan menggunakan hak pembelaan di tingkat peradilan manapun.
Bagi pihak penyidik, tentu harus diberikan pula hak untuk melakukan upaya paksa, yakni penangkapan, penahanan, penggeledahan, baik tempat maupun badan, serta penyitaan, dalam usaha membuktikan kesalahan seorang yang diduga telah melakukan tindak pidana. Tetapi penggunaan upaya paksa haruslah sedemikian rupa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perundang-undangan. Di satu kepentingan penyidik harus berusaha untuk membuktikan kesalahan tersangka, sedang dalam kepentingan lain harus menganggap tersangka belum bersalah dan mempunyai hak-hak tertentu yang harus dihormati. 

II. PERMASALAHAN

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui penerapan asas praduga tak bersalah dalam mekanisme redaksional pers dan bagaimana pula hubungan pers dengan sumber berita, dan pihak lain (eksternal), serta potensipelanggaranasas tersebut dalam kehidupan kebebasan persdi Kota Samarinda.
III. METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan di kantor Kaltim Post Samarinda serta Pengadilan Negeri Samarinda. Adapun metode yang digunakan adalah metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan mengadakan pemecahan atas permasalahan yang timbul. Penulis juga menggunakan penelitian yuridis formatif dengan mengelompokkan data menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder, penelitian yuridis empiris dan analisis data.
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam melaksanakan tugas profesi, seorang wartawan dibekali panduan cara memburu berita dengan baik sesuai Kode  Etik Jurnalistik (KEJ) dan mendapat perlindungan hukum. Ini sesuaiPasal 7 dan Pasal 8 UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Kemudian setiap karya wartawan, tidak selamanya memuaskan para pihak walau upaya konfirmasi telah dilakukan. Kepada yang merasa dirugikan, media massa diharuskan memberikan kesempatan hak jawab dan hak koreksi. 
Dalam UU Pers disebutkan, “Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya”. Sedangkan hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun orang lain.

Kewajiban koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar, yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers, secara leluasa diberi pintu untuk menjawab maupun mengoreksi terhadap hasil karya wartawan. Dengan demikian, wartawan dalam membuat berita, datanya harus benar-benar akurat, jangan asal-asalan, sehingga bisa terhindar dari sanksi pidana, perdata, maupun sanksi organisasi.

Bagi wartawan, pemahaman KEJ merupakan suatu keharusan. Betapa tidak, karena di sanalah terletak rel dan rambu etika seorang wartawan dalam berkarya. Bagaimana seorang wartawan bisa profesional kalau kode etik wartawan saja misalnya tidak tahu, sehingga tidak ada pedoman dan rambu dalam tugas peliputan. Menyampingkan etika pembuatan berita, bisa berakibat fatal atau jelek di mata sumber berita. Begitu juga akan berpengaruh jelek, baik terhadap perusahaan maupun terhadap kredibilitas wartawannya itu sendiri. Sekecil apa pun yang namanya kesalahan suatu berita, sebisa mungkin harus dihindari. Di sini diperlukan keakuratan data, narasumber yang benar, serta keseimbangan, sehingga kalau sudah jadi produk suatu berita sulit untuk dibantah atau diperkarakan pihak lain.
Di lingkup koran harian Kaltim Post misalnya, media dengan oplah terbesar di Provinsi Kalimantan Timur ini belum ada wartawannya yang tersangkut hukum atau diperkarakan oleh narasumber atau pihak lain terkait pemberitaan sejak tahun 2003 hingga 2014. Walau begitu, koran harian yang mulai terbit5 Januari 1988 ini tentu tidak terlepas dari komplain dari masyarakat, terutama narasumber.
Berdasarkan data Ombudsman Kaltim Post dari 2010 hingga awal 2014, sejumlah pemberitaan diprotes narasumber dan pihak lain. Di antaranya, berita berjudul “Amin Jaang Paling Jelek Pimpin Samarinda” terbit edisi Jumat 19 Februari 2010. Berita ini dinilai oleh pihak pengomplain terlalu menyudutkan dan bernuansa politis jelang suksesi Pilkada Wali Kota Samarinda oleh kandidat lain, terutama Syaharie Jaang yang dua periode (2000 – 2010) menjadi wali wali kota mendampingi Wali Kota Samarinda Achmad Amins.
Berita berikutnya berjudul “Sekkot Samarinda Menerima Dugaan Mark-up Pengadaan Lahan PLN” terbit edisi Selasa 2 Maret 2010. Selanjutnya, berita berjudul “Sjachruddin Diburu Penyidik” edisi 10 Februari 2010 dan berjudul “Data Unmul Dianggap Salah” edisi Selasa 30 Maret 2010. Dari sejumlah pemberitaan yang menuai protes dari narasumber atau pihak lain ini, semua berakhir damai setelah melalui pemeriksaan tim Ombudsman Kaltim Post dan proses mediasi, disertai dengan memberikan hak jawab kepada masing-masing pihak. 
Adapun di Pengadilan Negeri Samarinda, melalui Panitera Muda Perdata Khalid SH dan Panitera Muda Pidana Awang Munawar SH menjelaskan, sejak 2010 hingga 2014, tidak ada kasus pidana maupun perdata terkait pemberitaan pers masuk proses persidangan. Baik pelapor/korban atau terlapor/pelakumenggunakan KUHP semisal pencemaran nama baik, UU Pers, maupun KUHPerdata.
1. Profesi Menantang
Sebagaimana profesi lainnya, menjadi jurnalis menjadi daya tarik sebagian orang. Selain tidak mensyaratkan disiplin ilmu tertentu, semisal hanya alumni akademi jurnalistik atau ilmu komunikasi, melainkan semua disiplin ilmu bisa menggeluti dunia jurnalistik. Apalagi, wartawan dianggap sebagai profesi yang unik dan menantang, karena posisinya sejajar dengan narasumber. Bisa berkawan dengan narasumber dari pranata sosial terendah hingga pejabat negara, pelaku kriminal hingga perwira polisi. Bahkan tak jarang orang menyebut wartawan superbody alias tak tersentuh hukum. 
Sebenarnya wartawan tidaklah superbody seperti banyak dikatakan orang. Wartawan walaupun dalam tugasnya dilindungi undang-undang, namun juga seperti warga negara lainnya, ada juga yang bisa dipidanakan karena masalah berita dan tidak lewat jalur mediasi Dewan Pers, sebagaimana diatur dalam undang-undang. 
Pasal pidana yang dikenakan biasanya Pasal 310 (1) KUHP. Pasal tersebut berbunyi, ”Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. 
Namun di Samarinda, berdasarkan penelusuran penulis di kantor Kaltim Post Samarinda, sejak 2010 hingga awal 2014 belum satu pun wartawannya yang tersangkut kasus hukum hanya karena menulis berita. Yang ada, sejumlah pihak yang merasa dirugikan bersepakat dan damai melalui ruang hak jawab atau hak koreksi, tanpa berujung pengaduan ke Dewan Pers apalagi ke kantor polisi.
Karena itu, wajar apabila sejak 2010 hingga pertengahan 2014, Pengadilan Negeri (PN) Samarinda nihil menyidangkan perkara pidana atau perdata yang berhubungan dengan pers atau pemberitaan. Data tersebut sesuai yang disampaikan juru bicara PN Samarinda Hongkon Otohmelalui Panitera Muda Pidana Awang Munawar dan Panitera Muda Perdata Khalid, bahwa belum ada pihak baik perorangan maupun perkelompok memperkarakan wartawan hingga ke meja hijau.

Kebebasan pers yang oleh UU Pers memberi keleluasaan mendirikan perusahaan pers, membuat sejumlahmedia baru terbentuk. Praktismedia baru ini pun merekrut pewarta dan memunculkan fenomena baru tentang wartawan. Mereka dengan mudahnya bisa mengaku dirinya wartawan, dengan setumpuk tanda pengenal yang dililitkan di leher. Bahkan di antara mereka mengaku kerja rangkap, jadi wartawan juga merangkap jadi anggota LSM. Oknum demikian sudah tentu harus ditertibkan, karena mencemarkan nama baik profesi wartawan. 
Wartawan demikian sering mendapat sindiran sebagai wartawan ”bodrex”. Entah siapa yang pertama kali memberi istilah ini. Yang jelas jenis wartawan ini sempat mewabah, bahkan populasinya lebih banyak ketimbang wartawan asli. Penulis masih mengingat tatkala bertugas di Tenggarong, Kutai Kartanegara pada 2004-2006. Setiap kali menjelang Hari Raya Idulfitri, Bupati (kala itu) Syaukani HR memberikan tunjangan hari raya (THR) sebesar Rp 500 ribu kepada setiap wartawan yang jumlahnya lebih 700 orang. Padahal, yang menjalankan peliputan setiap harinya, tak lebih dari 10 wartawan. Rinciannya, 5 wartawan harian, dua kontributor televisi, dan dua wartawan radio. Belasan lainnya nanti muncul meliput pada momen-momen tertentu, seperti mengikuti agenda tentatif bupati atau acara lainnya.
Fenomena wartawan seperti itu, Ketua Dewan Pers Bagir Manan menyebutnya sebagai wartawan “abal-abal”. Bahkan Ia pun setuju, wartawan yang memeras narasumber, bisa langsung dipidanakan karena telah melakukan perbuatan pidana. Yang perlu dicermati dan diwaspadai, banyak orang yang mengaku-aku dirinya wartawan. Mereka dari latar belakang profesi yang berbeda-beda. Seperti di Tenggarong, ada yang dulunya motoris ces (ketinting) dan ibu rumah tangga mendadak jadi wartawan, bawa tas dan kamera. Bahkan ada tukang ojek jadi wartawan. Oknum wartawan seperti ini tentu merepotkan pemerintah daerah dan perangkatnya, bahkan mencoreng nama baik wartawan yang benar-benar wartawan. 
Beragam keluhan punbermunculan dari masyarakat yang sering merasa dirugikan oleh orang yang mengaku-ngaku wartawan. Mereka sudah tidak memikirkan lagi sopan santun dan etika. Masuk ke ruangan pejabat tanpa basa-basi langsung duduk, padahal si pejabat sebenarnya belum bersedia menerimanya karena masih ada tamu. Cara mewawancarai narasumber pun dengan bahasa memaksa dan menekan mirip pemeriksa/petugas penyidik. Tingkah polah oknum wartawan atau wartawan gadungan yang kurang terpuji tersebut sering kali dikeluhkan. Dampaknya, pejabat yang bersangkutan terkadangmenyamaratakan seluruh wartawan kelakuannya demikian. Tentu ini tidak baik bagi perkembangan pers, terutama di daerah.

2. Menyelesaikan Sengketa Pers
Jika ada pihak yang dirugikan akibat pemberitaan yang salah, bagaimana pertanggungjawabagan media massa secara perdata, pidana, maupun UU Pers? Pertanyaan ini kerap muncul di masyarakat. Cara penyelesaiannya sebenarnya sudah diatur dalam UU Nomor 40/1999 tentang Pers. Undang-udangan ini bersifat lex specialis (hukum yang lebih khusus) terhadap Kitab Undang-UndangHukum Perdata (KUHPer) maupun terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga dalam hal terdapat suatu permasalahan yang berkaitan dengan pemberitaan pers, peraturan perundang-undangan yangdigunakan adalah UU Pers. Terhadap hal-hal yang tidak diatur di dalam UU Pers,baru merujuk kepada ketentuan-ketentuan di dalam KUHPer atau KUHP.
Menurut Hinca IP Panjaitan dan Amir Effendi, UU Pers adalah ketentuan khusus yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan jurnalistik: mulai dari mencari, memilah, dan memberitakannya sampai ke mekanisme penyelesaian permasalahan yang timbul akibat pemberitaan pers. Oleh karena itu, dalam menjalankan kegiatan jurnalistiknya, wartawan tidak dapat dihukum dengan menggunakan KUHP sebagai suatu ketentuan yang umum (lex generali). Dalam hal ini berlakulah asas yang universal berlaku, lex specialis derogate legi generali. Ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan yang umum.
Mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap pemberitaan yang merugikan

pihak lain, secara teknis hukum perusahaan pers harus menunjuk penanggungjawabnya, yang terdiri dari 2 bidang, yakni penanggung jawab bidang usaha dan

penanggung jawab bidang redaksi atau pemimpin redaksi (pemred). Mekanisme

pertanggungjawaban yang dilakukan oleh wartawan diambilalih oleh perusahaan

pers yang diwakili oleh penanggung jawab tersebut.Hal ini sesuai Pasal 12 UU Pers yang mengatakan bahwa perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan "penanggung jawab" adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.
Mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh dalam hal terdapat pemberitaan yang merugikan pihak lain adalah melalui hak jawab dan hak koreksi. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya, sedangkan hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
Adapun mekanisme penyelesaian permasalahan akibat pemberitaan pers adalah sebagai berikut:Pertama-tama dengan menggunakan pemenuhan secara sempurna pelayanan Hak Jawab dan Hak Koreksi. Hal ini dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara langsung kepada redaksi yang dalam hal ini mewakili perusahaan pers sebagai penanggungjawab bidang redaksi wajib melayaninya. Orang atau sekelompok orang yang merasa dirugikan nama baiknya akibat pemberitaan itu harus memberikan data atau fakta yang dimaksudkan sebagai bukti bantahan atau sanggahan pemberitaan itu tidak benar.
Implementasi pelaksanaan Hak Jawab tersebut dapat dilihat padaPasal 10 Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers (Kode Etik Jurnalistik), yang menyatakan bahwa “wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa”.

Selain itu, pelaksanaan Hak Jawab dan Hak Koreksi dapat dilakukan juga ke Dewan Pers (Pasal 15 ayat 2 huruf d UU Pers). Dikatakan bahwa salah satu fungsi Dewan Pers adalah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.Permasalahan akibat pemberitaan pers dapat juga diajukan gugatan perdata ke pengadilan atau dilaporkan kepada polisi. Namun demikian, karena mekanisme penyelesaian permasalahan akibat pemberitaan pers diatur secara khusus di UU Pers muaranya adalah pada pemenuhan Hak Jawab atau Hak Koreksi, maka pengadilan (dalam kasus perdata) maupun penyidik atau jaksa atau hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tetap menggunakan UU Pers dengan muaranya adalah pemenuhan Hak Jawab dan atau Hak Koreksi.
Tanggapan dari pers atas Hak Jawab dan Hak Koreksi tersebut merupakan kewajiban koreksi sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 13 UU Pers. Selain itu, Kode Etik Jurnalistik juga menyebutkan bahwapenilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.
Pada sisi lain, pihak yang dirugikan oleh pemberitaan pers tetap punya hak untuk mengajukan masalahnya ke pengadilan, secara perdata atau pidana. Dalam perkara pidana menyangkut pers, hakim yang memeriksa perkara tersebut harus merujuk padaSurat Edaran Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli (SEMA 13/2008). Berdasarkan SEMA ini penanganan/pemeriksaan perkara-perkara yang terkait dengan delik pers, majelis hakim hendaknya mendengar/meminta keterangan saksi ahli dari Dewan Pers, karena merekalah yang lebih mengetahui seluk beluk pers tersebut secara teori dan praktik.

3. Standar Kompetensi Wartawan
Guna menjalankan prosesi jurnalis dengan baik sesuai standarisasi kompetensi, para wartawan perlu memiliki kemampuan memahami etika dan hukum pers, konsepsi berita, penyusunan dan penyuntingan berita, serta bahasa.Untuk mencapai standar kompetensi, seorang wartawan harus mengikuti uji kompetensi yang dilakukan oleh lembaga yang telah diverifikasi Dewan Pers. Wartawan yang belum mengikuti uji kompetensi dinilai belum memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi berdasarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan.
Dengan adanya aturan ini, setiap individu wartawan dibekali pedoman menjalankan tugas dan profesi jurnalistik di lapangan.Karena tujuan standar kompetensi wartawan ini, di antaranya untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan, menjadi acuan sistem evaluasi kinerja wartawan oleh perusahaan pers, menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik, menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi khusus penghasil karya intelektual, menghindarkan penyalahgunaan profesi serta menempatkan wartawan pada kedudukan strategis dalam industri pers.
Namun, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, H Margiono memperkirakan, hingga tahun 2014 ada lebih dari 100.000 wartawan di Indonesia yang belum mengantongi sertifikat kompetensi profesi wartawan. Dari angka itu, baru sekitar 20.000 yang mengantongi sertifikat kompetensi.Margiono menyebut masih banyak wartawan yang belajar secara otodidak atau melalui seleksi alam. Jangan heran jika masih banyak pula wartawan yang tidak mengerti tentang kode etik jurnalistik dan rambu-rambu tentang profesi wartawan.
Karena itu, PWI tidak menampik fakta bahwa saat ini banyak wartawan yang kualitasnya masih jauh dari yang diharapkan. Sebagai langkah solutif, wartawan didorong untuk mengikuti pendidikan dan latihan serta memahami kode etik jurnalistik agar bisa menjadi kompeten dan profesional. Untuk menjadi kompeten dan bersertifikasi tingkat wartawan muda, madya, dan utama, wartawan harus melalui ujian kompetensi dan dinyatakan lulus oleh penguji. Kelulusan tersebut lantas disahkan oleh Dewan Pers. Lembaga yang dapat melaksanakan uji kompetensi wartawan adalah, perguruan tinggi yang memiliki program studi komunikasi/jurnalistik, lembaga pendidikan kewartawanan, perusahaan pers, dan organisasi wartawan.
V. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Asas praduga tak bersalah dalan kegiatan produksi pers ditempatkan di kode etik jurnalistik dengan harapan agar media massa dalam pemberiaan tidak terjebak dalam trial by the press, yaitu pemberitaan yang menjurus “menghakimi” merupakan pelanggaran suatu peradilan yang adil. Pemberitaan yang cenderung memberikan opini terhadap bersalahnya seorang tersangka, disamping telah melanggar asas utama dari suatu negara hukum, yakni kebebasan kehakiman, juga merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, yakni mengurangi hak untuk membela diri secara yuridis. 
Namun, dengan tercantumnya asas praduga tak bersalah dalam kode etik jurnalistik, telah membawa dilema dalam pemberitaan karena telah menimbulkan beberapa pendapat dalam memberitakan peristiwa, khususnya yang menyangkut peristiwa tindak pidana. Pendapat yang berkembang tentang asas praduga tak bersalah justru jauh dari latar belakang dicantumkannya asas tersebut.Karena itu keseluruhan pemikiran harus dikembalikan pada proporsi semula, yakni jangan sampai terjadi trial by the press. Cara pemberitaan terhadap suatu peristiwa tindak pidana, di samping harus menaati ketentuan baik dalam kode etik maupun ketentuan yang termuat dalam perundang-undangan, tidak perlu diperdebatkan apakah harus merahasiakan atau tidak identitas tersangka, akan tetapi yang terpenting adalah mencegah terjadinya penghakiman atautrial by the press.
Untuk itu harus ada suatu pemberitaan yang jelas, dan seharusnya merupakan kewajiban untuk menyebutkan, bahwa seseorang tersangka baru diduga telah melakukan tindak pidana. Harus pula dijelaskan bahwa pada akhirnya kesalahan tersangka akan dibuktikan di depan sidang pengadilan.Dengan begitu, disamping berfungsi memberikan informasi media massa juga berfungsi memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk tidak dengan seketika telah menganggap seseorang itu bersalah telah melakukan tindak pidana. 

B. Saran

1. Rekrutmen Berkualitas

Menyajikan kualitas produksi pers yang baik dan bisa bersaing di dunia bisnis informasi dan teknologi yang kian ketat dewasa ini, perusahaan pers baik media eletronik, cetak, maupun online wajib memperhatikan proses perekrutan sumber daya wartawan berkualitas yang memiliki daya saing, integritas, serta wawasan dan ilmu pengetahunan mumpuni. Sebab jika perekrutan ini kurang diperhatikan, niscaya bakal menghadapi persoalan mendasar, yakni SDM yang tidak sesuai harapan.

Menyadari bahwa semakin hari semakin sulit merekrut wartawan yang berorientasi menjadi “jurnalis seutuhnya”, perusahaan pers khususnya divisi redaksi mengubah pola perekrutan yang lazimnya calon reporter walk in atau melamar langsung, menjadi jemput bola alias menawarkan kepada mahasiswa yang baru lulussarjana (S-1) atau mahasiswa semester akhir untuk pelatihan jurnalistik sekaligus ditawarkan untuk bergabung magang menjadi reporter. Contoh, koran harian KaltimPost sudah 15 kali menggelarPelatihan Jurnalistik Kaltm Post (LJKP) sejak 2007.Cara ini rupanya diikuti pula sejumlah media TV nasional, semisal MetroTV dan tvOne dengan mengadakan journalist development program di tiap kampus-kampus ternama. Dengan cara ini, Kaltim Post kini tidak kekurangan tenaga reporter.
2. Pelatihan
Setelah merekrut wartawan, yang harus menjadi perhatian selanjutnya adalah bagaimana membangun dan menjaga semangat reporter tetap stabil. Tidak sebatas semangat di permulaan, tapi di pertengahan kurang bergairah hingga mengundur diri atau yang bersangktan diberhentikan. Karena reporter pemula belum menguasai teknik profesi jurnalistik disertai wawasan dan pengalaman belum luas, persoalan ini terkadang menjadi alasan untuk memilih mengundurkan diri. Guna menjaga semangat kerja dan terus menambah wawasan, diperlukan kegiatan-kegiatan yang menambah pengetahuan liputan reporter.

Misalnya, melakukan inhouse training, coaching clinic, workshop, training jurnalistik, hingga kompetisi jurnalistik. Adanya kegiatan berkompetisi dan transfer ilmu ini, membuat wartawan pemula merasa tertantang untuk menghasilkan karya yang lebih berkualitas.Dengan pelatihan-pelatihan tersebut, praktis pemahaman wartawan tentang kode etik jurnalistik semakin membumi dan terhindarkan gugatan atau komplain dari narasumber/pihak lain akibat pemberitaan yang kurang berimbang. 
3. Kesejahteraan wartawan

Karena jurnalis merupakan profesi profesional yang diakui pemerintah Indonesia dan dunia internasional, maka yang kerap menjadi isu internal perusahaan pers adalah kesejahteraan karyawan yang di dalamnya termasuk pewarta. Perusahaan pers sejatinya memberikan upah atau gaji kepada wartawan pemula berdasarkan upah minimum provinsi (UMP). Upah ini belum termasuk hak-hak lain karyawan seperti bonus, dividen, tunjangan makan, transpor, tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya (THR), jaminan hari tua, hingga jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek). Namun begitu, masih ada sejumlah media cetak terutama berjenis tabloid dan majalah tidak memberikan upah kepada wartawan berstandar UMP, dan tanpa tunjangan-tunjangan berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kondisi ini membuat sebagian wartawan tidak betah dengan pekerjaannya hingga mencari pekerjaan lain.

Tak hanya itu, ada juga yang menjadikan profesi wartawan sebatas batu loncatan untuk mendapatkan pekerjaan lebih baik. Sebab dengan berpengalaman kerja sebagai wartawan, akan memudahkan masuk di perusahaan yang membutuhkan tenaga public relation (PR) atau humas yang tangguh. Misal, perusahaan tambang batu bara, perkebunan sawit, atau migas.
4. Mengikuti Ujian Kompetensi

Pekerja pers kini tidak sebatas mencari, mengolah berita, lalu menyiarkannnya. Namun juga dituntut profesional. Landasannya adalah Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan Dewan Pers. Munculnya peraturan ini, karena diperlukan standar untuk dapat menilai profesionalitas wartawan.

Dalam peraturan tersebut, wartawan belum bisa disebut kompeten atau “profesional” apabila belum mengantongi sertifikat wartawan kompeten. Guna mendapat pengakuan tersebut, wartawan patut mengikuti uji kompetensi yang digelar antara lain; perguruan tinggi yang memiliki program studi komunikasi/jurnalistik, lembaga pendidikan kewartawanan, perusahaan pers, atau organisasi wartawan.Lembaga tersebut harus memenuhi kriteria Dewan Pers.

Ada tiga kriteria sertifikasi kompetensi wartawan, yakni kompetensi wartawan muda (reporter yang sudah diangkat sebagai karyawan tetap oleh perusahaan persnya), wartawan madya (setingkat redaktur) , serta kompetensi wartawan utama (pengalaman redaktur minimal 5 tahun/redaktur pelaksana/pemimpin redaksi). Setelah menjalani jenjang kompetensi wartawan muda sekurang-kurangnya tiga tahun, yang bersangkutan berhak mengikuti uji kompetensi wartawan madya. Selanjutnya, bagi jenjang kompetensi wartawan madya sekurang-kurangnya dua tahun, yang bersangkutan berhak mengikuti uji kompetensi wartawan utama.Sertifikat kompetensi berlaku sepanjang pemegang sertifikat tetap menjalankan tugas jurnalistik.
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